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Abstrak
 

Tesis ini membahas mengenai pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan yang berisi hal-hal lain yang

diperjanjikan selain harta kekayaan yang dengan mengkaitkannya terhadap pasal 29 ayat 2 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implementasinya oleh Notaris. Permasalahan dalam

penulisan ini ialah seperti apa batasan isi perjanjian perkawinan yang tidak hanya memuat tentang harta

kekayaan saja dan praktek pembuatan akta perjanjian perkawinan oleh Notaris. Penelitian ini merupakan

penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif.

Batasan perjanjian perkawinan menurut pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan adalah tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Hasil penelitian ini bahwa perjanjian

perkawinan harus tidak melanggar hukum positif yang ada di Indonesia, memenuhi prinsip religious married

dan civil married sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat. Selain itu, praktek pembuatan

perjanjian perkawinan yang menambahkan klausul selain harta kekayaan oleh Notaris dapat dilakukan oleh

Notaris sepanjang dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan tetap memuat pokok utama tentang harta

kekayaan (harta benda). Notaris memiliki subjektivitasnya masing-masing dalam membuat perjanjian

perkawinan, hal ini didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, latar belakang dan perspektif notaris masing-

masing.

......

This thesis discusses the arrangements for making a marriage agreement that contains other matters that are

agreed to besides the assets that relate to article 29 paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning

Marriage and its implementation by Public Notary. The problem in this paper is what is the limitation of the

contents of the marriage agreement that does not only contain assets and the practice of making a marriage

agreement by a notary. This research is a normative juridical research with descriptive analytical research

type and analyzed with qualitative methods. Limitation of marriage agreements according to article 29

paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is not against the law, religion and morality.

The results of this study that marriage agreements must be relate with the positive laws that exist in

Indonesia, also relate with the principles of religious married and civil married in accordance with existing

norms in society. In addition, the practice of making marriage agreements that add clauses other than assets
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by a notary can be carried out by a notary as long as in practice the marriage agreement is still made to

contain the main points of assets (property). Notary public has their own subjectivity in making marriage

agreements, this is based on their notary knowledge, experience, background and perspective.


